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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tahapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin di Polres Pelabuhan Belawan

Penggunaan senjata tajam diberbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam. Penggunaan hingga saat ini didasari oleh Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak.[footnoteRef:1] [1: R. Tuejeh dkk, Analisa Hukum Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum Sebagai Perbuatan Pidana, Jurnal Court ReviewVol. 5, No. 2, 2025, hlm. 60.] 

Dengan adanya Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak dalam Pasal 2 Ayat (1) tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.[footnoteRef:2] [2: Lembong R. dkk, Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan Pidana Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 2. ] 

Di Kota Medan khususnya di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan, penggunaan senjata tajam masih sering terjadi, terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan membawa dan memiliki membawa senjata tajam tanpa izin yang disalah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa.
Pihak kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tingkat penggunaan kejahatan senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tentram terbebas dari kejahatan serta menimbulkan kerugian bagi setiap masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kriminalitas suatu wilayah setiap tahun makin meningkat dengan berbagai macam faktor. Untuk menanggulangi hal kejahatan tersebut pihak kepolisan diharapkan mampu bekerja keras dalam mengoptimalkan kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat terkhusus untuk menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin agar tidak merasa terancam akibat dari adanya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.
Jika seseorang membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang sah, misalnya untuk mengancam, melukai, atau dalam situasi yang membahayakan keamanan umum, polisi akan melakukan tindakan tegas. Pelaku akan langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut, senjata tajam tersebut disita sebagai barang bukti, dan pelaku bisa diproses secara hukum dengan ancaman pidana sesuai UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Polisi tidak memberikan toleransi bagi alasan membawa senjata tajam dengan maksud melindungi diri atau berjaga-jaga karena ini dianggap penyalahgunaan.[footnoteRef:3] [3: Ibid. ] 

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin akan dikenai tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses tindak pidana tersebut akan dilanjutkan dengan proses penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik. Dalam proses ini, penyidik akan melakukan berbagai langkah, seperti memeriksa tersangka, mengumpulkan bukti, dan melakukan penyidikan secara mendalam. Tujuannya agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan, dan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai serta memastikan keadilan terpenuhi. Selain itu, penegakan hukum ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masyarakat.[footnoteRef:4] [4: Stelha Marsela Mamile dkk, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Maraknya Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Bitung, Jurnal Lex Privatum, Vol. 14, No. 4, 2024, hlm. 7.] 

Terkait dengan salah satu pembahasan penelitian ini adalah tentang prosedur dan tahapan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan, maka untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai prosedur penyidikan tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Pelabuhan Belawan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.
Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.[footnoteRef:5] Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, Penyidik adalah: 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.[footnoteRef:6] [5: Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2024), hlm. 25.]  [6: Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, (2022), hlm. 35. ] 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyelidik hanya terdiri dari Polisi Begara saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP.[footnoteRef:7] [7: Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung, (2022), hlm. 56.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apa saja langkah-langkah prosedural yang dilakukan selama proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan, yaitu:
Dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan, kami mengikuti langkah-langkah prosedural yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 
a. Penerimaan dan Penanganan Laporan atau Pengaduan
Penyidik menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana dan melakukan verifikasi awal untuk memastikan adanya unsur pidana dan relevansi kasus.
b. Penetapan Tersangka dan Pemeriksaan Awal
Jika bukti cukup, penyidik menetapkan tersangka dan melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka serta saksi terkait kejadian.
c. Pengumpulan Bukti dan Dokumentasi
Melakukan pengumpulan alat bukti, termasuk senjata tajam yang disita dari tersangka, serta dokumen pendukung seperti surat izin (jika ada), catatan pemeriksaan, dan keterangan saksi.
d. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka
Melaksanakan pemeriksaan saksi dan tersangka secara tertulis dan lisan, memastikan proses berjalan sesuai prosedur dan hak-hak tersangka dilindungi.
e. Pengujian dan Verifikasi Bukti
Melakukan analisis terhadap bukti yang diperoleh, termasuk pemeriksaan fisik terhadap senjata tajam dan keabsahan dokumen terkait.
f. Penyusunan Berkas Perkara
Menyusun berkas perkara lengkap dengan semua bukti dan keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan.
g. Pelimpahan Berkas dan Penyerahan Tersangka
Setelah rampung, berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, dan tersangka dilakukan penahanan sesuai prosedur.
h. Prosedur ini kami jalankan secara objektif dan profesional untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:8] [8: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan kerangka prosedural yang ketat, mulai dari tahap penerimaan laporan hingga penyerahan berkas ke kejaksaan. Hal ini mencerminkan pemahaman dan komitmen terhadap standar operasional prosedur (SOP) sebagai landasan utama dalam penegakan hukum. Penekanan pada verifikasi awal dan pemeriksaan fisik senjata tajam menunjukkan bahwa penyidik tidak sekadar formalitas, tetapi melakukan langkah-langkah preventif dan verifikasi yang mendalam. Namun, aspek ini perlu diikuti dengan evaluasi apakah SOP yang diikuti benar-benar mampu mengantisipasi dinamika di lapangan. Sebab, prosedur yang sempurna secara teori tidak selalu menjamin keefektifan dalam praktik apabila tidak diimbangi dengan kompetensi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan.
Penyidik menyebutkan pengumpulan alat bukti berupa senjata tajam dan dokumen pendukung seperti surat izin (jika ada). Ini menunjukkan upaya memenuhi unsur bukti yang lengkap dan sah secara formal. Pengujian fisik terhadap senjata dan keabsahan dokumen juga menunjukkan proses verifikasi yang cermat. Namun, kedalaman analisis terhadap bukti ini perlu dipertanyakan. Apakah penyidik melakukan uji laboratorium terhadap senjata tajam tersebut? Apakah dokumen surat izin tersebut diperiksa keasliannya melalui pihak berwenang? Apakah bukti digital atau saksi yang mendukung terkait keberadaan dan kepemilikan senjata tersebut diperoleh secara menyeluruh? Pengumpulan bukti secara lengkap sangat penting agar proses pengadilan nanti memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah digugat.
Penyidik menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertulis dan lisan serta memperhatikan hak tersangka, termasuk perlindungan saksi. Ini adalah aspek fundamental untuk menjamin proses yang adil dan berkeadilan, sesuai prinsip demokrasi dan HAM. Namun, aspek ini juga harus dilihat dari implementasi di lapangan. Apakah penyidik mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, apakah ada mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa hak tersangka dan saksi benar-benar terlindungi, terutama dalam konteks tekanan atau intimidasi yang mungkin terjadi. Selain itu, keberadaan mekanisme pengaduan dan perlindungan saksi harus diintegrasikan secara sistematis agar proses tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam praktik.
Poin penting yang kurang dari jawaban penyidik adalah pengakuan terhadap tantangan yang mungkin dihadapi selama proses penyidikan. Misalnya kendala dalam memperoleh bukti tambahan, apakah ada kesulitan memperoleh surat izin yang sah, apakah tersangka atau saksi sulit diakses atau takut memberi keterangan, apakah ada risiko intimidasi, ancaman, atau kekerasan yang mempengaruhi jalannya proses, bagaimana jika surat izin yang diperoleh ternyata palsu atau dipalsukan, apakah ada langkah-langkah untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Mengabaikan aspek ini dapat menimbulkan gambaran bahwa proses penyidikan berjalan tanpa hambatan, padahal di lapangan seringkali terdapat tantangan yang memerlukan strategi khusus.
Penyidik menyebutkan bahwa seluruh proses dilakukan secara objektif dan profesional. Ini penting, tetapi harus didukung dengan sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat, seperti audit internal dan review berkala untuk memastikan kesesuaian proses. Dokumentasi lengkap dan transparansi dalam setiap tahapan penyidikan. Pelaporan berkala kepada atasan dan lembaga pengawas hukum. Tanpa pengawasan yang efektif, risiko penyimpangan, penyalahgunaan, atau kekeliruan dalam proses tetap besar.
Selain mengikuti prosedur formal, keberhasilan proses penegakan hukum sangat bergantung pada strategi operasional yang diambil di lapangan. Misalnya pengamanan lokasi dan penyidikan apakah ada langkah-langkah pengamanan tertentu agar penyidik dan saksi dapat bekerja tanpa gangguan, apakah penyidik memanfaatkan teknologi seperti CCTV, rekaman audio/video, atau alat bukti digital lain untuk memperkuat proses, apakah ada kerja sama yang efektif untuk mengatasi hambatan sosial dan keamanan. Keterpaduan dan efektivitas strategi ini menentukan keberhasilan proses penyidikan secara nyata, bukan hanya dari segi administrasi.
Secara komprehensif, jawaban penyidik menunjukkan bahwa proses penyidikan dilakukan secara prosedural dan profesional. Namun, untuk memperoleh gambaran yang utuh dan akurat, analisis mendalam perlu menyertakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan SOP di lapangan, pengujian keabsahan dan keaslian bukti secara ilmiah dan forensik, pengakuan terhadap tantangan dan hambatan nyata yang dihadapi, penguatan sistem pengawasan dan transparansi, strategi operasional yang adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berjalan secara formal sesuai aturan, tetapi juga mampu menjawab tantangan nyata secara efektif dan adil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang bagaimana tahapan awal dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga membawa senjata tajam tanpa izin, mulai dari penangkapan hingga penetapan tersangka, yaitu:
Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga membawa senjata tajam tanpa izin, tahapan awal yang kami lakukan meliputi beberapa langkah penting, yaitu Penyidik melakukan pengamatan dan identifikasi terhadap lokasi dan tersangka yang mencurigakan berdasarkan informasi atau laporan masyarakat. Setelah mendapatkan cukup bukti dan keterangan yang kuat, kami melakukan penangkapan terhadap tersangka di tempat kejadian atau lokasi yang relevan, sesuai dengan prosedur hukum dan dengan disertai surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang. Setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan barang bawaannya untuk mencari dan menyita senjata tajam serta barang bukti lain yang relevan. Tersangka diamankan dan diperiksa secara singkat di lokasi kejadian untuk memastikan identitas serta menemukan barang bukti awal. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap tersangka, termasuk mengumpulkan keterangan terkait motif dan keadaan saat membawa senjata tajam tanpa izin. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang cukup, penyidik menetapkan tersangka secara resmi melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka sesuai ketentuan hukum. Setelah itu, berkas perkara lengkap disusun dan dilaporkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Proses ini dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan hukum agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan proses penyidikan berjalan adil serta transparan.[footnoteRef:9] [9: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa tahapan awal penyidikan dilakukan secara sistematis dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dimulai dari pengamatan dan identifikasi lokasi serta tersangka berdasarkan informasi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan yang disertai surat perintah dari pejabat berwenang, serta penggeledahan dan pemeriksaan awal di tempat kejadian.
Jawaban penyidik tersebut merupakan penegasan bahwa proses dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk penggunaan surat perintah penangkapan, yang merupakan syarat mutlak demi menjaga legalitas tindakan. Penggeledahan dilakukan secara prosedural untuk memastikan barang bukti disita secara sah dan tidak melanggar hak tersangka. Namun, jawaban tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya prosedur formal dalam setiap tahapan penyidikan, yang sangat krusial untuk keabsahan proses di pengadilan.
Penyidik menyebutkan melakukan pengamatan dan identifikasi berdasarkan informasi atau laporan masyarakat. Ini menunjukkan adanya pendekatan berbasis masyarakat, yang efektif dalam penanggulangan tindak pidana yang bersifat spontan dan berpotensi berbahaya. Pengamatan yang akurat dan terverifikasi merupakan kunci untuk menghindari kesalahan penangkapan dan memastikan proses berjalan adil.
Penyidik menyatakan bahwa penangkapan dilakukan di tempat kejadian atau lokasi relevan sesuai prosedur, dilengkapi surat perintah dari pejabat berwenang. Selanjutnya, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menyita senjata tajam serta barang bukti lain yang relevan. Penggunaan surat perintah dan penggeledahan sesuai ketentuan menunjukkan kesadaran akan aspek legalitas tindakan. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan barang bukti yang relevan diperoleh secara sah. Penggeledahan yang dilakukan secara prosedural dan transparan akan memperkuat dasar hukum proses penyidikan.
Penyidik menyebutkan bahwa tersangka diamankan dan diperiksa secara singkat di lokasi kejadian untuk memastikan identitas dan menemukan barang bukti awal, kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terkait motif dan keadaan saat membawa senjata tajam tanpa izin. Pemeriksaan awal di tempat kejadian membantu memastikan identitas tersangka secara cepat dan efektif. Pemeriksaan mendalam memungkinkan pengumpulan keterangan lengkap terkait motif dan konteks kejadian. Pemeriksaan mendalam harus dilakukan dengan memperhatikan hak tersangka, termasuk hak untuk didampingi pengacara dan hak untuk tidak memberi keterangan yang memberatkan diri sendiri.
Jawaban penyidik tersebut juga menunjukkan bahwa setelah bukti cukup, tersangka ditetapkan secara resmi melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka dan berkas perkara disusun lengkap untuk dilaporkan ke kejaksaan. Penetapan tersangka dilakukan sesuai ketentuan hukum, yang merupakan langkah penting untuk memastikan proses penuntutan berjalan sah dan berkeadilan. Penyusunan berkas lengkap menunjukkan bahwa proses administrasi dilakukan secara tertib dan lengkap.
Penyidik menyatakan bahwa seluruh proses dilakukan secara berjenjang dan sesuai ketentuan agar hak tersangka tetap dilindungi dan proses berjalan adil serta transparan. Jawaban tersebut menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Mengindikasikan adanya mekanisme internal untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.
Menurut analisis peneliti, jawaban ini tidak menyentuh aspek tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi selama proses penyidikan, misalnya kesulitan memperoleh bukti tambahan yang kuat, kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu, risiko keamanan bagi petugas dan tersangka selama proses berlangsung, potensi kesalahan identifikasi tersangka atau barang bukti. Mengabaikan aspek ini dapat menimbulkan gambaran bahwa proses berjalan mulus dan tanpa hambatan, padahal kenyataannya seringkali ada tantangan yang perlu diatasi secara strategis.
Selain mengikuti prosedur formal, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada strategi operasional di lapangan, seperti penggunaan teknologi seperti CCTV, rekaman audio/video, koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat, dan pengamanan lokasi dan personel selama proses berlangsung. Tidak disebutkan secara spesifik dalam jawaban ini, sehingga analisis ini menekankan pentingnya aspek tersebut agar proses tidak hanya prosedural, tetapi juga efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apa prosedur yang diikuti dalam pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, yaitu:
Dalam pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, kami mengikuti prosedur yang terdiri dari Penyidik melakukan identifikasi terhadap barang bukti yang relevan, seperti senjata tajam yang disita, serta dokumen atau alat bukti lain yang berkaitan. Melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan tempat kejadian perkara sesuai dengan ketentuan hukum, kemudian menyita senjata tajam sebagai barang bukti, lengkap dengan surat penyitaan resmi. Setiap alat bukti yang diperoleh didokumentasikan secara lengkap, termasuk pengambilan foto, perekaman, dan pencatatan secara rinci dalam berita acara penyitaan. Menyelenggarakan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui kejadian, termasuk saksi mata, saksi yang melihat tersangka membawa senjata, serta saksi lain yang relevan. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis dan lisan sesuai prosedur. Semua hasil pemeriksaan saksi dan bukti fisik dicatat secara sistematis dalam berkas perkara, serta dilampirkan sebagai bagian dari berkas penyidikan. Melakukan analisis terhadap alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan keabsahan dan relevansi bukti tersebut dalam mendukung proses penuntutan. Melakukan pengujian terhadap keaslian dan kekuatan bukti serta keterangan saksi untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh cukup untuk proses penuntutan. Prosedur ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar proses penyidikan berjalan efektif dan adil.[footnoteRef:10] [10: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi dilakukan secara sistematis dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dimulai dari identifikasi barang bukti, penggeledahan, penyitaan, hingga dokumentasi lengkap, semuanya mencerminkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Jawaban tersebut menunjukkan penggunaan surat penyitaan resmi dan pencatatan rinci memastikan keabsahan dan akuntabilitas proses, dokumentasi lengkap seperti foto, rekaman, dan berita acara memperkuat kekuatan bukti dan memudahkan proses pengadilan. Kesesuaian prosedur ini merupakan fondasi utama dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan.
Penyidik menyebutkan juga bahwa melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan tempat kejadian sesuai ketentuan hukum, kemudian menyita senjata tajam sebagai barang bukti. Penggeledahan dilakukan secara sah dan dokumentatif, termasuk surat penyitaan, yang mengurangi risiko tuduhan ilegalitas. Barang bukti disita secara resmi dan didokumentasikan secara lengkap. Namun, apakah penggeledahan dilakukan dihadiri saksi, atau minimal disaksikan pihak terkait, untuk memperkuat keabsahan proses, apakah proses penggeledahan dan penyitaan didukung dengan foto dan video yang lengkap, bagaimana memastikan bahwa barang bukti yang disita tidak mengalami kerusakan atau manipulasi.
Penyidik menegaskan bahwa setiap alat bukti didokumentasikan secara lengkap, termasuk pengambilan foto, perekaman, dan pencatatan rinci dalam berita acara penyitaan. Dokumentasi visual dan tertulis memperkuat keabsahan bukti di mata hukum. Sistem pencatatan yang sistematis memudahkan pelacakan dan pengujian ulang bukti jika diperlukan. Namun, apakah prosedur pengambilan bukti dilakukan secara standar dan terstandarisasi, apakah seluruh proses didukung dengan sistem penyimpanan yang aman dan terkontrol.
Penyidik juga menyebutkan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui kejadian, baik secara tertulis maupun lisan, dan semua hasilnya dicatat dalam berkas perkara. Jawaban ini menunjukkan melibatkan saksi mata dan saksi relevan membantu memperkuat aspek keterangan yang mendukung bukti fisik. Pencatatan sistematis dalam berkas memperkuat integritas data. Namun, apakah saksi diberikan hak untuk didampingi pengacara atau saksi ahli, apakah proses pemeriksaan dilakukan secara obyektif dan tidak memihak, bagaimana memastikan keaslian dan konsistensi keterangan saksi selama pemeriksaan berulang.
Penyidik juga menyebutkan melakukan analisis terhadap bukti dan keterangan saksi untuk memastikan keabsahan dan relevansinya. Pengujian terhadap keaslian dan kekuatan bukti dilakukan untuk memastikan data cukup untuk proses penuntutan. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa upaya pengujian ini adalah langkah penting agar bukti yang diajukan memenuhi standar pembuktian di pengadilan. Melibatkan pengecekan keaslian, kekuatan bukti, dan relevansi menunjukkan komitmen terhadap proses yang obyektif dan adil. Namun, apakah pengujian ini dilakukan oleh tim ahli forensik atau laboratorium independen, bagaimana proses verifikasi tersebut didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum, apakah ada mekanisme pengujian silang terhadap bukti dan keterangan saksi agar tidak terjadi kekeliruan.
Penyidik juga menegaskan bahwa seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar proses penyidikan berjalan efektif dan adil. Jawaban ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Namun, apakah mekanisme pengawasan internal dan eksternal diterapkan secara konsisten, bagaimana proses pelaporan dan audit dilakukan agar proses tetap transparan dan akuntabel, apakah tersangka dan pihak terkait diinformasikan tentang seluruh proses serta hak-haknya secara lengkap.
Jawaban tersebut tidak menyentuh aspek tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi, seperti kesulitan memperoleh saksi yang jujur dan kooperatif, potensi manipulasi atau pemalsuan bukti, dan risiko keamanan petugas dan saksi selama proses berlangsung. Mengabaikan aspek ini dapat memberikan gambaran proses yang ideal, padahal kenyataannya proses seringkali menghadapi hambatan yang perlu diantisipasi secara strategis.
Selain mengikuti prosedur formal, keberhasilan proses ini tergantung juga pada strategi operasional di lapangan, seperti penggunaan teknologi untuk dokumentasi dan pengamanan, koordinasi dengan pihak keamanan dan masyarakat sekitar dan pengelolaan risiko selama proses berlangsung. Namun, jawaban ini tidak menyebutkan langkah-langkah tersebut, sehingga penting untuk memperkuat aspek ini agar proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi benar-benar efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang bagaimana proses penyerahan dan pelimpahan berkas penyidikan ke kejaksaan setelah tahap penyidikan selesai dilakukan, yaitu:
Setelah tahap penyidikan dinyatakan selesai, proses penyerahan dan pelimpahan berkas penyidikan ke kejaksaan dilakukan melalui langkah-langkah yang terdiri dari Penyidik memastikan bahwa seluruh berkas perkara lengkap, meliputi dokumen administrasi, alat bukti, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan lainnya, telah disusun secara lengkap dan sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkas diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kekurangan, kejelasan, dan kebenaran data serta bukti yang ada. Penyidik menyusun surat pengantar penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan, yang memuat identitas tersangka, ringkasan perkara, dan daftar berkas yang dilampirkan. Berkas perkara diserahkan secara langsung kepada pejabat kejaksaan yang berwenang, biasanya melalui proses serah terima resmi dan tercatat dalam berita acara serah terima (BAST). Kedua belah pihak, yakni penyidik dan pejabat kejaksaan, menandatangani berita acara serah terima sebagai bukti sah bahwa berkas telah diserahkan dengan lengkap dan sah. Semua proses tersebut didokumentasikan dengan baik untuk keperluan administrasi dan pengawasan. Proses ini dilakukan sesuai ketentuan hukum agar berkas perkara diserahkan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan.[footnoteRef:11] [11: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa proses penyerahan dan pelimpahan berkas penyidikan ke kejaksaan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik memastikan bahwa seluruh berkas perkara telah lengkap dan disusun secara sistematis, termasuk dokumen administrasi, alat bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan kembali berkas dilakukan untuk memastikan tidak ada kekurangan, kejelasan, dan kebenaran data, sehingga memperkuat aspek keabsahan dan akuntabilitas proses pelimpahan.
Penyidik menyusun surat pengantar yang memuat identitas tersangka, ringkasan perkara, dan daftar berkas yang dilampirkan, sebagai bagian dari prosedur administratif yang memperlihatkan transparansi dan kejelasan dalam penyerahan. Penyerahan berkas secara langsung kepada pejabat kejaksaan melalui proses serah terima resmi dan pencatatan dalam berita acara serah terima (BAST) menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang jelas. Penandatanganan berita acara oleh kedua pihak, penyidik dan pejabat kejaksaan, menjadi bukti sah bahwa berkas telah diserahkan secara lengkap dan benar.
Seluruh proses didokumentasikan secara lengkap untuk keperluan administrasi dan pengawasan, memastikan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan prosedur ini sesuai ketentuan hukum bertujuan agar berkas perkara yang diserahkan lengkap dan sah, sehingga memudahkan proses penuntutan di tingkat kejaksaan. Dengan demikian, proses pelimpahan berkas penyidikan ini menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur formal yang mendukung kelancaran tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana.
Jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan pelimpahan berkas dilakukan dengan perhatian penuh terhadap ketentuan prosedural dan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan kesadaran penyidik akan pentingnya akuntabilitas dan keabsahan proses administrasi dalam rangka menjamin keberlanjutan proses peradilan pidana yang adil dan transparan. Penyidik memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap dan sistematis, yang merupakan syarat utama agar proses pelimpahan tidak tertunda dan mampu mempercepat tahapan selanjutnya dalam proses peradilan.
Kebijakan pemeriksaan kembali berkas sebelum diserahkan merupakan langkah preventif dan kontrol kualitas yang sangat penting. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kekurangan atau kesalahan administratif yang dapat berakibat pada penundaan atau bahkan penolakan berkas oleh kejaksaan. Pemeriksaan ini juga memastikan bahwa seluruh dokumen mendukung secara penuh kebenaran dan keabsahan data yang ada, termasuk alat bukti, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan lain yang relevan. Dengan demikian, aspek keadilan dan akuntabilitas dalam penyerahan berkas dapat terjamin.
Penyusunan surat pengantar yang memuat identitas tersangka, ringkasan perkara, dan daftar berkas menjadi bagian penting dari aspek dokumentasi formal yang menjamin kejelasan dan transparansi proses. Surat pengantar ini menjadi dokumen penting yang memudahkan kejaksaan dalam melakukan verifikasi dan pemeriksaan awal terhadap berkas yang diserahkan. Selain itu, keberadaan daftar berkas yang lengkap menunjukkan bahwa tidak ada dokumen yang tertinggal dan memastikan bahwa seluruh aspek administratif telah diurus secara lengkap.
Proses penyerahan secara langsung dengan disertai berita acara serah terima (BAST) mencerminkan prinsip transparansi dan keabsahan dalam pelaksanaan tugas. Penandatanganan BAST oleh kedua belah pihak, yakni penyidik dan pejabat kejaksaan, memiliki kekuatan hukum sebagai bukti bahwa berkas telah diserahkan secara resmi dan lengkap. Hal ini juga berfungsi sebagai alat bukti administratif yang mampu melindungi kedua pihak dari potensi sengketa administratif di kemudian hari.
Dokumentasi lengkap dari seluruh proses pelimpahan berkas, termasuk penyusunan, pemeriksaan, penyerahan, dan penandatanganan berita acara, menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal berjalan dengan baik. Sistem ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang diselewengkan atau dilanggar. Pengarsipan dan dokumentasi yang sistematis juga memudahkan pengawasan dari instansi terkait, termasuk pengawasan eksternal, serta memudahkan audit administratif jika dibutuhkan.
Selain aspek prosedural, jawaban ini menunjukkan bahwa proses pelimpahan berkas dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen. Penyidik memastikan bahwa berkas diserahkan secara langsung dan tercatat resmi, sehingga mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan dokumen selama proses pengiriman.
Konsep integritas dan profesionalisme juga terlihat dari upaya penyidik untuk mengikuti seluruh prosedur secara disiplin dan tertib. Hal ini penting agar proses pelimpahan berkas tidak hanya formalitas semata, tetapi juga benar-benar mencerminkan proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketepatan waktu dan ketertiban dalam proses ini akan sangat membantu dalam memastikan bahwa tahapan penuntutan dapat berlangsung tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.
Dalam konteks sistem peradilan pidana, prosedur pelimpahan berkas yang dilakukan secara lengkap, sistematis, dan dokumentatif merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang sangat penting. Hal ini memastikan bahwa proses berlangsung adil dan tidak ada pihak yang dirugikan karena kekurangan informasi atau dokumen yang tidak lengkap. Selain itu, proses ini juga memperkuat asas keadilan substantif dan prosedural, di mana setiap tahapan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara keseluruhan, jawaban penyidik ini menggambarkan bahwa proses penyerahan dan pelimpahan berkas dilakukan dengan penuh kesungguhan dan profesionalisme. Upaya untuk mengikuti prosedur secara ketat menunjukkan komitmen terhadap prinsip hukum, serta memperkuat kepercayaan terhadap integritas sistem peradilan pidana. Dengan proses yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, diharapkan langkah selanjutnya di tingkat kejaksaan dapat berjalan lancar dan adil, serta menghasilkan putusan yang berdasarkan bukti yang sah dan kuat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apa saja tantangan atau kendala yang sering dihadapi selama proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan dan bagaimana solusinya, yaitu:
Selama proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan, kami sering menghadapi beberapa tantangan dan kendala, antara lain Terkadang bukti fisik atau saksi yang diperoleh belum cukup untuk memenuhi alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum dan solusinya meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan saksi untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat serta melakukan penyitaan barang bukti secara tepat dan lengkap. Saksi terkadang sulit ditemui atau enggan memberikan keterangan karena ketakutan atau alasan lainnya, dan solusinya melakukan pendekatan secara humanis dan memastikan perlindungan terhadap saksi agar merasa aman dan nyaman memberikan keterangan. Lingkungan pelabuhan yang rawan gangguan keamanan dapat menghambat proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi, dan solusinya mengintensifkan patroli dan pengamanan di lokasi serta bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Keterbatasan peralatan seperti alat forensik atau kendaraan operasional dapat memperlambat proses penyidikan, dan solusinya mengajukan permohonan anggaran tambahan dan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Proses administrasi dan perizinan terkadang memakan waktu yang cukup lama, menghambat kelancaran penyidikan, solusinya mempercepat proses administrasi melalui pelatihan dan penunjukan petugas khusus yang menangani administrasi hukum. Kami terus berusaha mengatasi kendala tersebut dengan inovasi dan kerja sama yang baik agar proses penyidikan berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan hukum.[footnoteRef:12] [12: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban penyidik di atas menyatakan bahwa bukti fisik dan saksi yang diperoleh belum cukup untuk memenuhi standar alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam pengumpulan bukti yang kuat dan valid di lapangan, terutama dalam konteks tindak pidana yang mungkin melibatkan oknum yang berusaha menutupi kejahatan atau menghindar dari pemeriksaan. Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik dalam pengumpulan bukti. Selain itu, diperlukan strategi yang lebih tajam dalam melakukan penyitaan dan dokumentasi barang bukti. Pendekatan yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi forensik modern dan metode penyidikan yang lebih canggih, bisa menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, penguatan kerjasama dengan masyarakat dan saksi sangat krusial karena mereka sering menjadi sumber utama informasi dan bukti. Pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan saksi, sehingga mereka lebih berani memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. 
Saksi sulit ditemui atau enggan memberikan keterangan karena alasan ketakutan, intimidasi, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Fenomena ini sering terjadi di lingkungan yang rawan dan penuh risiko, seperti pelabuhan yang mungkin berhubungan dengan kegiatan ilegal. Perlindungan saksi menjadi aspek fundamental dalam proses penyidikan. Penyidik harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menjamin kerahasiaan identitas saksi jika diperlukan.  
  Strategi pendekatan humanis yang dilakukan penyidik menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat. Peningkatan pelatihan komunikasi dan psikologi penyidik dalam hal pendekatan kepada saksi sangat diperlukan. Selain itu, penerapan sistem perlindungan saksi resmi, termasuk penggunaan saksi pelindung dan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi, dapat memperkuat posisi saksi dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi.
Keamanan lingkungan pelabuhan yang tidak stabil dapat menghambat proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Ancaman gangguan keamanan ini bisa berupa intimidasi, ancaman kekerasan, atau gangguan langsung dari pihak yang berkepentingan. Penguatan pengamanan secara fisik dan operasional menjadi solusi utama. Patroli intensif, peningkatan pos keamanan, dan kerja sama dengan aparat keamanan setempat perlu diperkuat. Peningkatan intelijen dan pengawasan lingkungan juga sangat penting agar penyidik dapat lebih dini mengantisipasi gangguan. Selain itu, membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan aparat keamanan setempat akan mempermudah koordinasi dan meningkatkan efektivitas pengamanan.
Keterbatasan alat forensik, kendaraan operasional, dan peralatan lainnya menghambat kelancaran proses penyidikan yang membutuhkan teknologi dan logistik yang memadai. Pengajuan permohonan anggaran tambahan perlu didukung oleh data kebutuhan yang akurat dan perencanaan yang matang. Kerja sama dengan instansi terkait, seperti laboratorium forensik, dinas kesehatan, dan lembaga lain, sangat penting untuk memperluas akses terhadap fasilitas dan teknologi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas penyidikan.
Proses administrasi dan perizinan yang memakan waktu menjadi hambatan signifikan dalam kelancaran proses penyidikan. Perlu adanya reformasi birokrasi dalam proses administrasi hukum, termasuk penerapan sistem digitalisasi dokumen dan proses perizinan yang lebih cepat. Pelatihan dan penunjukan petugas khusus yang fokus terhadap aspek administrasi akan mempercepat alur kerja. Penguatan regulasi dan kebijakan internal yang mendukung percepatan proses administrasi juga sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan sinergi yang baik antara penyidik dan bagian administratif agar proses berjalan lebih efisien dan tidak menghambat proses penyidikan.
Penyidik menekankan pentingnya inovasi dan kerja sama yang baik sebagai strategi utama dalam mengatasi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan mindset yang adaptif dan berorientasi solusi, yang penting dalam dinamika operasi penegakan hukum di lingkungan yang kompleks dan rawan. Inovasi bisa berupa integrasi teknologi, pengembangan metodologi penyidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama lintas sektor, termasuk dengan masyarakat, aparat keamanan, instansi pemerintah terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, sangat vital untuk membangun ekosistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menghadapi tantangan multidimensi yang meliputi aspek bukti, saksi, keamanan lingkungan, fasilitas, dan proses administratif. Mereka telah mengidentifikasi solusi yang komprehensif, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendekatan manusiawi, kolaboratif, dan inovatif dalam proses penegakan hukum. Strategi yang diusulkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan sinergi antar lembaga. Keberhasilan implementasi solusi ini akan sangat bergantung pada komitmen manajemen, dukungan anggaran, serta partisipasi aktif dari seluruh stakeholder terkait.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur dan tahapan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan yaitu seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara sistematis, prosedural, dan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Proses dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, verifikasi awal, penetapan tersangka, serta pemeriksaan awal terhadap tersangka dan saksi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti fisik berupa senjata tajam dan dokumen terkait, termasuk surat izin (jika ada). Seluruh proses pemeriksaan saksi dan tersangka dilaksanakan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan hak-hak tersangka, serta proses pengujian dan verifikasi bukti dilakukan secara cermat dan mendalam. Selain itu, penyidik melakukan langkah-langkah penting seperti penggeledahan, penyitaan, dan dokumentasi lengkap termasuk pengambilan foto dan rekaman, untuk memastikan keabsahan bukti secara formal dan ilmiah. Penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap, serta proses penyusunan berkas perkara yang sistematis dan transparan. Pelimpahan berkas ke kejaksaan dilakukan melalui serah terima resmi yang didukung dokumen administrasi lengkap dan penandatanganan berita acara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
B. Kekuatan dan Keabsahan Alat Bukti yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan

Makna penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa, dalam kontek hukum, dengan mencari suatu peristiwa hukum, yang mempunyai sebab akibat. Karenanya dalam hukum acara pidana merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil, dan dimulainya sejak penyidikan untuk mencari pembuktian sehingga membuat jelas dan terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Sehingga pembuktian, adalah suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.[footnoteRef:13] [13: Syaiful Bahri,Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, (2021), hlm. 42.] 

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada asasnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena tugas hukum acara yang terpenting adalah kebenaran dalan suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.[footnoteRef:14] [14: Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, (2002), hlm. 26.] 

Terdapat dua kata yang menunjukkan arti bukti dalam bahasa Inggris yakni, evidence dan proof. Makna dari kedua kata ini memiliki perbedaan yang principal. “Evidence” memiliki arti yakni kumpulan informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan “proof” mengacu pada hasil dari suatu proses evaluasi.[footnoteRef:15] [15: Eddy, O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembukian, Erlangga, Jakarta, (2022), hlm. 2.] 

Dalam kamus hukum bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya.[footnoteRef:16] [16: Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2003), hlm 83.] 

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar dalam proses peradilan pidana. Alat bukti merupakan elemen penting dalam sistem peradilan karena berfungsi untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan diverifikasi.[footnoteRef:17] [17: Haris dkk, Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 112. ] 

Dalam konteks tindak pidana membawa senjata tajam, alat bukti menjadi dasar utama dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Bukti-bukti yang sah dan lengkap, seperti senjata tajam yang disita, dokumen terkait, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan laboratorium, akan memperkuat dakwaan dan memperlihatkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Tanpa alat bukti yang kuat, proses penegakan hukum sulit untuk dilakukan secara adil dan meyakinkan di pengadilan. Oleh karena itu, pengumpulan dan verifikasi alat bukti yang akurat dan sah sangat penting agar proses proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan putusan yang adil.[footnoteRef:18] Melaui kajian teoritik dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang.[footnoteRef:19] [18: Hanafi, Op.Cit, hlm. 32. ]  [19: Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, PT.Alumni, Bandung, (2022), hlm. 170.] 

Kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka memiliki kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi yang dipercaya dan memenuhi syarat dapat menjadi alat bukti yang kuat, terutama jika didukung bukti lain seperti barang bukti fisik. Demikian pula, keterangan tersangka harus jujur, konsisten, dan tidak bertentangan dengan bukti lain agar memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung proses penyidikan. Bergantung pada keterangan saksi orang yang secara langsung menyaksikan, melihat, atau mendengar tindak pidana terjadi adalah fokus alat bukti dalam acara pidana untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[footnoteRef:20] [20: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, (2023), hlm. 197.] 

Keterangan saksi dan tersangka dapat mempengaruhi penetapan tersangka, penuntutan, dan keputusan hakim. Kekuatan alat bukti ini akan dinilai berdasarkan kejujuran, ketepatan, dan relevansinya terhadap unsur tindak pidana, termasuk membawa senjata tajam tanpa izin. Alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka harus diperoleh secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Artinya, pemeriksaan harus dilakukan secara prosedural, tanpa paksaan, dan menghormati hak asasi manusia tersangka dan saksi. Keterangan harus diambil secara jujur, lengkap, dan bebas dari unsur pemaksaan atau intimidasi.[footnoteRef:21] [21: Ibid. ] 

Keabsahan juga bergantung pada dokumentasi yang lengkap, seperti berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh saksi dan tersangka, serta direkam secara formal dan sah. Jika alat bukti ini diperoleh melalui prosedur yang benar, maka keabsahannya diakui secara hukum dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam proses hukum.
Dengan demikian, alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka di Polres Pelabuhan Belawan memiliki kekuatan dan keabsahan yang sah apabila diperoleh sesuai prosedur hukum, tanpa unsur paksaan, dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap. Hal ini penting agar proses penyidikan berjalan efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak.
Terkait dengan salah satu pembahasan penelitian ini adalah tentang kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan, maka untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai kekuatan dan keabsahan alat bukti tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Pelabuhan Belawan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang bagaimana prosedur yang diterapkan dalam mengumpulkan dan memverifikasi alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka agar memenuhi standar hukum yang berlaku, yaitu:
Dalam mengumpulkan dan memverifikasi alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik menerapkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pertama, penyidik mempersiapkan pertanyaan dan alat pemeriksaan yang relevan sebelum melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan berlangsung, penyidik memastikan bahwa proses dilakukan secara tertib, jujur, dan transparan, serta mencatat seluruh keterangan secara lengkap dan akurat. Untuk alat bukti berupa barang bukti fisik, penyidik melakukan penyitaan secara sah dan didokumentasikan dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh saksi dan tersangka jika memungkinkan, serta disaksikan oleh petugas yang berwenang. Setelah pemeriksaan, data dan keterangan yang diperoleh diverifikasi melalui cross-check dengan alat bukti lain dan keterangan saksi berbeda agar keabsahan dan konsistensinya terjamin. Seluruh proses ini dilakukan sesuai prosedur hukum, sehingga alat bukti yang dikumpulkan memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dokumentasi lengkap mengenai pemeriksaan dan alat bukti juga disusun secara sistematis dalam berkas perkara untuk memastikan keaslian dan keabsahannya.[footnoteRef:22] [22: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban penyidik tersebut menunjukkan pemahaman yang cukup komprehensif terhadap prosedur penanganan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menegaskan bahwa setiap langkah dalam proses pemeriksaan dan pengelolaan alat bukti dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hal ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan terhadap alat bukti yang dikumpulkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Pertama, dari aspek persiapan sebelum pemeriksaan, penyidik menyatakan bahwa mereka mempersiapkan pertanyaan serta alat pemeriksaan yang relevan dan sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara terencana dan tidak asal-asalan. Persiapan ini sangat vital karena akan mempengaruhi kualitas data dan keterangan yang diperoleh. Pertanyaan yang relevan dan alat pemeriksaan yang tepat akan membantu mengarahkan pemeriksaan ke aspek-aspek penting, serta meminimalisasi risiko terjadinya kekeliruan atau kekurangan data yang vital.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemeriksaan, penyidik menegaskan bahwa proses dilakukan secara tertib, jujur, dan transparan. Penekanan pada prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain itu, pencatatan seluruh keterangan secara lengkap dan akurat menunjukkan bahwa penyidik menyadari pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi lengkap akan menjadi dasar yang kuat ketika alat bukti tersebut diajukan di pengadilan, serta menjadi acuan dalam proses pemeriksaan ulang jika diperlukan.[footnoteRef:23] [23: Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, PTIK Press, Jakarta, (2019), hlm. 71.] 

Dalam hal pengelolaan barang bukti fisik, penyidik menyatakan bahwa penyitaan dilakukan secara sah, didokumentasikan dalam berita acara penyitaan, dan melibatkan saksi serta petugas berwenang. Hal ini sangat krusial karena sesuai dengan prinsip hukum acara, setiap penyitaan harus memenuhi syarat-syarat formal dan prosedural agar barang bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Melibatkan saksi dan petugas berwenang tidak hanya menambah kekuatan legal proses, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya manipulasi atau sengketa di kemudian hari.[footnoteRef:24] [24: Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, UMM Press, Jakarta, (2025), hlm. 117.] 

Verifikasi data dan keterangan melalui cross-check dengan alat bukti lain dan keterangan saksi berbeda menunjukkan penerapan prinsip keabsahan dan keandalan alat bukti. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh keterangan dan barang bukti yang diperoleh konsisten dan tidak saling bertentangan. Dengan melakukan cross-check, penyidik dapat mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian atau kekeliruan, sehingga memperkuat keabsahan dan keakuratan data yang akan diajukan ke pengadilan.
Penting juga, penyidik menyatakan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai prosedur hukum, sehingga alat bukti yang dikumpulkan memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini menunjukkan kesadaran tinggi terhadap aspek legal formal, yang mana sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Jika prosedur tidak dipenuhi, alat bukti dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan, yang tentunya akan merugikan proses penegakan hukum.
Terakhir, penyidik menegaskan bahwa dokumentasi lengkap dan sistematis disusun dalam berkas perkara untuk memastikan keaslian dan keabsahan alat bukti. Pengelolaan berkas secara tertib dan sistematis tidak hanya memudahkan dalam proses pemeriksaan berulang, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.[footnoteRef:25] [25: Edi Sutomo, Buku Panduan Aplikasi Polisikita, Gramedia, Jakarta, (2023), hlm. 14. ] 

Secara keseluruhan, jawaban penyidik ini menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan proses penyidikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, yaitu keadilan, kejujuran, dan keabsahan. Mereka menyadari pentingnya prosedur yang benar agar setiap alat bukti memiliki kekuatan hukum yang kuat di pengadilan. Namun demikian, keberhasilan implementasi proses tersebut sangat bergantung pada konsistensi, disiplin, dan pengawasan internal serta eksternal yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keabsahan dan keaslian alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan saksi dan tersangka, yaitu:
Untuk memastikan keabsahan dan keaslian alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik mengambil beberapa langkah penting. Pertama, setiap alat bukti yang diperoleh didokumentasikan secara lengkap dan rinci dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyitaan, disertai tanda tangan saksi, tersangka, dan petugas yang berwenang. Kedua, penyidik memastikan bahwa proses penyitaan dan pengumpulan alat bukti dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang sah jika diperlukan. Ketiga, penyidik melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap keaslian alat bukti, seperti memeriksa keaslian dokumen, keutuhan barang bukti fisik, serta memastikan bahwa alat bukti tersebut tidak dimanipulasi atau dipalsukan. Keempat, dilakukan pencocokan data dan keterangan dari saksi, tersangka, serta alat bukti lain untuk memastikan konsistensi dan keabsahan alat bukti tersebut. Kelima, apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan ahli untuk menguji keaslian dan keabsahan alat bukti tertentu, seperti dokumen atau barang bukti spesifik. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, penyidik dapat memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh sah, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[footnoteRef:26]
 [26: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 

Menurut analisis peneliti jawaban penyidik tersebut menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap dan rinci terhadap alat bukti yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kesadaran tentang pentingnya memastikan keabsahan dan keaslian alat bukti. Jawaban penyidik menunjukkan bahwa penyidik memastikan bahwa proses penyitaan dan pengumpulan alat bukti dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kesadaran tentang pentingnya mengikuti prosedur yang benar untuk memastikan keabsahan dan keaslian alat bukti. Jawaban penyidik menunjukkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap keaslian alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kesadaran tentang pentingnya memastikan keabsahan dan keaslian alat bukti sebelum menggunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
Meskipun jawaban penyidik menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap dan rinci, namun tidak disebutkan secara jelas bagaimana dokumentasi tersebut dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas proses dokumentasi tersebut. Jawaban penyidik menunjukkan bahwa penyidik memastikan bahwa proses penyitaan dan pengumpulan alat bukti dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang sah jika diperlukan. Namun, tidak disebutkan secara jelas bagaimana izin tersebut diperoleh dan siapa yang bertanggung jawab atas proses pengambilan izin tersebut.[footnoteRef:27] [27: Yudi Gunawan, Laporan Polisi Berbasis Teknologi, Bhinneka Cipta, Jakarta, (2011), hlm. 90.  ] 

Meskipun jawaban penyidik menunjukkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap keaslian alat bukti, namun tidak disebutkan secara jelas bagaimana pemeriksaan dan verifikasi tersebut dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas proses pemeriksaan dan verifikasi tersebut. Penyidik harus meningkatkan proses dokumentasi dengan memastikan bahwa semua alat bukti yang diperoleh didokumentasikan secara lengkap dan rinci, serta memastikan bahwa dokumentasi tersebut dilakukan dan dipantau oleh orang yang bertanggung jawab.
Penyidik harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan izin dan proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap keaslian alat bukti, serta memastikan bahwa semua informasi yang relevan disediakan kepada para pihak yang berkepentingan. Penyidik harus meningkatkan kualitas pemeriksaan dan verifikasi terhadap keaslian alat bukti dengan memastikan bahwa pemeriksaan dan verifikasi tersebut dilakukan dengan benar dan akurat, serta memastikan bahwa semua orang yang bertanggung jawab atas proses pemeriksaan dan verifikasi tersebut dipantau dan diberi pengawasan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme untuk memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh tidak mengalami manipulasi, penyimpangan, atau kerusakan selama proses penyidikan, yaitu:
Untuk memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh tidak mengalami manipulasi, penyimpangan, atau kerusakan selama proses penyidikan, penyidik menerapkan beberapa mekanisme pengendalian yang ketat. Pertama, setiap pengumpulan dan penyitaan alat bukti dilakukan dengan pengawasan langsung dari petugas yang berwenang dan disaksikan oleh saksi serta tersangka agar tidak terjadi intervensi atau manipulasi dari pihak manapun. Kedua, seluruh proses tersebut didokumentasikan secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyitaan, yang mencakup kondisi fisik alat bukti saat diambil dan disimpan. Ketiga, penyidik menggunakan prosedur pengamanan dan penyimpanan yang sesuai, seperti penyimpanan di tempat yang aman dan terkunci, serta memberi label dan identifikasi yang jelas pada setiap alat bukti. Keempat, dilakukan pengawasan secara berkala dan pencatatan secara rinci terhadap kondisi alat bukti selama proses penyidikan berlangsung, termasuk mencatat setiap pemindahan, pengambilan, atau pengujian terhadap alat bukti tersebut. Kelima, jika diperlukan, dilakukan pengujian atau analisis oleh ahli independen untuk memastikan keaslian dan kondisi alat bukti tetap terjaga. Dengan mekanisme ini, penyidik berupaya maksimal agar alat bukti tetap original, utuh, dan tidak mengalami manipulasi maupun kerusakan selama proses penyidikan.[footnoteRef:28] [28: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti terhadap jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan keabsahan alat bukti. Dengan menerapkan pengawasan langsung, dokumentasi lengkap, dan penggunaan peralatan yang tepat, penyidik dapat meminimalisir kemungkinan manipulasi, penyimpangan, atau kerusakan alat bukti.
Pengawasan langsung oleh petugas yang berwenang dan disaksikan oleh saksi serta tersangka dapat memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyitaan alat bukti dilakukan dengan transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dokumentasi lengkap dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyitaan juga dapat membantu memastikan bahwa kondisi fisik alat bukti saat diambil dan disimpan dapat dikenal dengan jelas. Dengan demikian, jawaban penyidik tersebut dapat dipandang sebagai langkah yang tepat untuk memastikan keabsahan alat bukti dan meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam proses penyidikan.[footnoteRef:29] [29: Muhammad Ishar Helmi, Sosialisasi Program Polri Menuju Grand Strategy 2020, Grasindo, Jakarta, (2017), hlm. 56.] 

Pengawasan langsung oleh petugas yang berwenang dan disaksikan oleh saksi serta tersangka dapat memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyitaan alat bukti dilakukan dengan transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dokumentasi lengkap dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyitaan juga dapat membantu memastikan bahwa alat bukti disita dengan benar dan penuh akuntabilitas, identitas alat bukti dan sumbernya jelas, dokumentasi yang relevan, seperti foto, video, dan catatan, telah dilakukan dengan benar.
Dokumentasi lengkap ini juga dapat membantu memastikan bahwa alat bukti tidak rusak atau hilang selama proses penyitaan dan penyimpanan. Selain itu, penggunaan peralatan yang tepat juga dapat membantu meminimalisir kemungkinan kerusakan atau manipulasi alat bukti. Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa penyidik telah berusaha untuk memastikan bahwa alat bukti tidak terkontaminasi dengan informasi atau benda lain yang dapat mempengaruhi hasil investigasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pengamanan, seperti menggunakan sarana pengamanan untuk melindungi alat bukti, menghindari kontak fisik dengan alat bukti, menggunakan peralatan yang telah disanitasi. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik, dapat dipastikan bahwa alat bukti yang terkumpul adalah yang benar dan tidak rusak, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam proses penuntutan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang dalam penilaian kekuatan hukum, sejauh mana alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penetapan tersangka dan proses penuntutan, yaitu:
Dalam penilaian kekuatan hukum, alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar utama dalam penetapan tersangka dan proses penuntutan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah dan lengkap dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana dan tersangka yang terkait. Penyidik menilai bahwa alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka dapat menjadi dasar utama apabila didukung oleh bukti-bukti lain yang konsisten dan memenuhi syarat kekuatan pembuktian, seperti surat, keterangan saksi, petunjuk, dan barang bukti fisik. Dalam proses penetapan tersangka, penyidik harus memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan cukup kuat dan meyakinkan untuk mendukung dugaan terhadap seseorang. Selanjutnya, dalam proses penuntutan, alat bukti tersebut harus mampu memenuhi standar pembuktian yang berlaku secara hukum, yaitu "beyond reasonable doubt" (di luar keraguan yang wajar). Dengan demikian, alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka dapat digunakan sebagai dasar utama, asalkan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum, serta didukung oleh bukti lain yang memperkuat keabsahan dan kekuatan hukumnya.[footnoteRef:30] [30: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti dalam jawaban penyidik, diakui bahwa alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan tersangka dan proses penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki pemahaman yang baik tentang peran alat bukti dalam proses hukum. Penyidik menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah memahami dan menerapkan undang-undang yang relevan dalam proses penuntutan.
Dalam jawaban penyidik, diakui bahwa alat bukti harus memenuhi syarat kekuatan pembuktian, seperti surat, keterangan saksi, petunjuk, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki pemahaman yang baik tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh alat bukti untuk dianggap sah. Penyidik juga menyatakan bahwa bukti lain dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menggunakan bukti yang beragam dalam proses penuntutan.
Jawaban penyidik juga menunjukkan bahwa penyidik telah menerapkan hukum yang konsisten dengan pedoman hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki komitmen untuk menerapkan hukum dengan jujur dan tidak memanipulasi proses penuntutan. Dengan demikian jawaban penyidik menunjukkan bahwa penyidik memiliki pemahaman yang baik tentang peran alat bukti dalam proses penuntutan, serta kemampuan untuk menerapkan hukum yang konsisten. Dengan demikian, jawaban penyidik dapat dianggap sebagai jawaban yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses penyidikan, ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan untuk menentukan adanya tindak pidana dan identitas tersangka yang terkait. Salah satu aspek tersebut adalah peran bukti-bukti lain dalam penetapan tersangka. Penyidik menyebutkan bahwa alat bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka dapat menjadi dasar utama apabila didukung oleh bukti-bukti lain yang konsisten dan memenuhi syarat kekuatan pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan satu jenis alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan bukti lainnya dalam penetapan tersangka.[footnoteRef:31] [31: Reza Indragiri, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, (2019), hlm. 33.] 

Penggunaan bukti-bukti yang sah dan lengkap juga menjadi aspek penting dalam proses penyidikan. Penyidik menyatakan bahwa alat bukti yang sah dan lengkap dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana dan tersangka yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki pemahaman yang baik tentang jenis-jenis bukti yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan pemilihan bukti yang tepat untuk menguatkan kasus.
Selain itu, analisis forensik lainnya seperti analisis DNA, analisis kriminalistik, dan analisis digital dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana dan identitas tersangka. Penyidik harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami hasil analisis forensik tersebut untuk menguatkan kasus dan menentukan identitas tersangka. Dengan demikian, proses penyidikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apakah ada prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka agar alat bukti yang diperoleh dapat dinilai kekuatan dan keabsahannya secara ilmiah dan yuridis, yaitu:
Ya, terdapat prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka agar alat bukti yang diperoleh dapat dinilai kekuatan dan keabsahannya secara ilmiah dan yuridis. Pertama, pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara yang sistematis dan objektif, termasuk pengambilan keterangan secara jujur, lengkap, dan berimbang, serta dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Penyidik memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan tidak memihak, serta memberi kesempatan kepada saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Kedua, pemeriksaan tersangka dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, termasuk memberikan hak-haknya, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, serta memastikan bahwa tersangka memahami hak-haknya tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis dan direkam atau dilaporkan secara lengkap agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Ketiga, dalam kedua proses pemeriksaan tersebut, digunakan standar ilmiah, seperti pengumpulan data secara objektif, penghindaran bias, dan pencatatan yang akurat untuk memastikan keabsahan data. Selain itu, dilakukan pula verifikasi dan cross-check terhadap keterangan saksi dan tersangka untuk memastikan konsistensi dan keaslian informasi yang diperoleh. Keempat, dalam proses ini, penyidik juga mengikuti pedoman dan standar internasional maupun nasional terkait pemeriksaan yang berlaku, serta melibatkan ahli jika diperlukan untuk menguji keabsahan dan kekuatan alat bukti secara ilmiah. Dengan prosedur ini, alat bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan saksi dan tersangka dapat dinilai kekuatan dan keabsahannya secara ilmiah dan yuridis, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.[footnoteRef:32] [32: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban penyidik tersebut mengenai prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka menunjukkan bahwa mereka telah memahami pentingnya memperoleh bukti yang kuat dan sah dalam penyidikan. Dalam pengembangan jawaban ini, dapat dilihat beberapa aspek yang mendorong kekuatan pembuktian.
Penyidik mengikuti prosedur yang sistematis dan objektif dalam melakukan pemeriksaan saksi. Hal ini mencakup pengambilan keterangan secara jujur, lengkap, dan berimbang, serta dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, penyidik dapat memastikan bahwa keterangan yang diperoleh akurat dan relevan.
Penyidik memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan tidak memihak. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik berusaha untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa keterangan yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh kecenderungan atau tujuan tertentu. Penyidik juga memberi kesempatan kepada saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Hal ini mencakup memberi kesempatan kepada saksi untuk menjawab pertanyaan dengan leluasa dan berbicara tentang hal-hal yang relevan. Pemeriksaan tersangka juga dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik berusaha untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.[footnoteRef:33] [33: Aroma Elmina Martha, Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik, Aswaja Pressindo, Jakarta, (2015), hlm. 67. ] 

Dengan demikian, jawaban penyidik menunjukkan bahwa mereka telah memahami pentingnya memperoleh bukti yang kuat dan sah dalam penyidikan. Proses pemeriksaan saksi dan tersangka yang sistematis dan objektif serta memberi kesempatan kepada saksi untuk berbicara bebas dapat memastikan bahwa kekuatan pembuktian yang diperoleh akurat dan relevan.
Menurut analisis peneliti, jawaban penyidik tersebut mengenai prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka menunjukkan bahwa mereka telah memahami pentingnya memperoleh bukti yang kuat dan sah dalam penyidikan. Dalam pengembangan jawaban ini, dapat dilihat beberapa aspek yang mendorong kekuatan pembuktian. Penyidik telah mengikuti prosedur yang sistematis dan objektif dalam melakukan pemeriksaan saksi. Hal ini mencakup pengambilan keterangan secara jujur, lengkap, dan berimbang. Dengan demikian, penyidik dapat memastikan bahwa keterangan yang diperoleh adalah karena keinginan saksi untuk memberikan informasi, bukan karena tekanan atau pemaksaan dari penyidik.
Pemeriksaan saksi dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memungkinkan penyidik untuk memantau dan merekam keterangan saksi secara akurat, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dalam perolehan bukti. Penyidik memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan tidak memihak. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan tidak bias, sehingga memastikan bahwa keterangannya dapat diandalkan sebagai bukti.
Pemeriksaan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa pemeriksaan tersangka dilakukan secara wajar dan tidak melanggar hak-hak tersangka. Penyidik menggunakan alat bukti yang relevan dan sah dalam melakukan pemeriksaan tersangka. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan sah, sehingga memastikan bahwa tersangka dapat dipersalahkan dengan jelas.[footnoteRef:34] [34: Taufik Muhammad Makarao, Reformasi Kepolisian, Rineka Cipta, Jakarta, (2021), hlm. 6.] 

Dalam beberapa kasus, penyidik dapat meminta bantuan dari ahli untuk membantu dalam pengumpulan bukti. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang lebih akurat dan relevan, sehingga memastikan bahwa tersangka dapat dipersalahkan dengan jelas. Penyidik memastikan bahwa bukti yang diperoleh adalah keabsahan dan dapat dipercaya. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan sah, sehingga memastikan bahwa tersangka dapat dipersalahkan dengan jelas. Penyidik memastikan bahwa bukti yang diperoleh memiliki kekuatan yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan sah, sehingga memastikan bahwa tersangka dapat dipersalahkan dengan jelas.
Dalam keseluruhan jawaban penyidik, dapat dilihat bahwa mereka telah memahami pentingnya memperoleh bukti yang kuat dan sah dalam penyidikan. Mereka telah mengikuti prosedur yang sistematis dan objektif dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, serta menggunakan alat bukti yang relevan dan sah. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan sah, sehingga memastikan bahwa tersangka dapat dipersalahkan dengan jelas.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan sangat penting untuk memastikan bahwa kasus dapat diproses dengan adil dan transparan. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan keabsahan alat bukti dapat diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka sangat penting untuk memastikan bahwa kasus dapat diproses dengan adil dan transparan. Dalam proses pemeriksaan, penyidik mempersiapkan diri dengan baik untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap. Mereka mempersiapkan pertanyaan yang relevan dan alat pemeriksaan yang diperlukan sebelum melakukan pemeriksaan. Selain itu, penyidik juga harus memiliki kemampuan untuk menginterogasi saksi dan tersangka dengan efektif, sehingga dapat memperoleh informasi yang jujur dan akurat. Keabsahan alat bukti juga sangat penting dalam proses penyidikan. Penyidik harus memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh tidak berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan.
C. Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin di Polres Pelabuhan Belawan

Konsep kendala yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan saksi dan tersangka adalah segala hambatan, tantangan, atau permasalahan yang muncul selama proses pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Kendala ini dapat bersifat administratif, hukum, manusiawi, maupun teknis, yang menghambat kelancaran, kejujuran, dan keabsahan proses pemeriksaan tersebut.[footnoteRef:35] [35: Saeful Anam Zahda Ilma dan Rochmani, Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal), Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 419.] 

Dengan kata lain, kendala ini merupakan faktor-faktor yang menyulitkan penyidik dalam memperoleh keterangan yang akurat, lengkap, dan sah secara hukum dari saksi maupun tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Mengatasi kendala ini sangat penting agar proses penyidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan alat bukti yang cukup untuk memutuskan perkara secara adil dan berkeadilan.
Terkait dengan salah satu pembahasan penelitian ini adalah tentang kendala yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan, maka untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai kendala yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan ersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Pelabuhan Belawan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apa saja kendala utama yang sering dihadapi penyidik saat melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, yaitu:
Kendala utama yang sering dihadapi penyidik saat melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin meliputi beberapa faktor. Pertama, seringkali tidak ditemukannya bukti fisik berupa senjata tajam yang akan dijadikan alat bukti, sehingga proses pembuktian menjadi sulit. Kedua, saksi yang hadir mungkin tidak mengetahui secara pasti atau enggan memberikan keterangan lengkap mengenai kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan. Ketiga, penyidik menghadapi tantangan dalam memperoleh keterangan yang mendalam mengenai motif, niat, atau kondisi terkait, yang penting guna memperkuat alat bukti. Keempat, adanya kemungkinan saksi atau tersangka merasa takut, terancam, atau diintimidasi sehingga enggan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Kelima, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses penyidikan dapat mempengaruhi kelengkapan dan ketelitian pemeriksaan, serta kualitas alat bukti yang diperoleh. Terakhir, kendala hukum dan teknis, seperti prosedur yang rumit dan keterbatasan teknologi, juga menjadi hambatan dalam mengumpulkan bukti secara ilmiah dan yuridis. Semua kendala ini menuntut penyidik untuk bekerja secara profesional dan mengikuti prosedur yang berlaku agar hasil pemeriksaan tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[footnoteRef:36] [36: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban penyidik tersebut di atas dalam kasus membawa senjata tajam tanpa izin menunjukkan bahwa mereka menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam proses penyidikan. Kendala pertama yang dihadapi penyidik adalah tidak ditemukannya bukti fisik berupa senjata tajam yang akan dijadikan alat bukti. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi sulit, karena penyidik harus bergantung pada keterangan saksi atau bukti yang tidak dapat diukur. Dalam kasus seperti ini, penyidik harus menggunakan cara lain untuk memperoleh bukti, seperti melakukan analisis DNA atau memeriksa rekaman kejadian.
Kendala kedua yang dihadapi penyidik adalah saksi yang hadir mungkin tidak mengetahui secara pasti atau enggan memberikan keterangan lengkap mengenai kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut. Hal ini menyebabkan proses pemeriksaan menjadi sulit, karena penyidik harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar dan akurat. Dalam kasus seperti ini, penyidik harus menggunakan teknik interogasi yang efektif untuk memperoleh keterangan yang lengkap dan akurat.
Kendala ketiga yang dihadapi penyidik adalah tantangan dalam memperoleh keterangan yang mendalam mengenai motif, niat, atau kondisi terkait. Hal ini menyebabkan proses penyidikan menjadi sulit, karena penyidik harus memahami secara mendalam alasan dibalik tindakan yang dilakukan oleh saksi atau tersangka. Dalam kasus seperti ini, penyidik harus menggunakan analisis yang mendalam dan memeriksa keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka untuk memperoleh keterangan yang akurat dan lengkap.
Dengan demikian, penyidik menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam proses penyidikan kasus membawa senjata tajam tanpa izin. Kendala-kendala ini meliputi tidak ditemukannya bukti fisik, saksi yang tidak mengetahui secara pasti, dan tantangan dalam memperoleh keterangan yang mendalam. Oleh karena itu, penyidik harus menggunakan cara yang efektif dan akurat dalam memperoleh bukti dan keterangan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan baik dan adil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apakah faktor internal maupun eksternal yang menjadi hambatan dalam mendapatkan keterangan yang akurat dan lengkap dari saksi maupun tersangka, yaitu:
Faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam mendapatkan keterangan yang akurat dan lengkap dari saksi maupun tersangka sangat beragam. Secara internal, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah keadaan psikologis saksi atau tersangka, seperti rasa takut, cemas, atau tekanan emosional yang dapat menghambat mereka untuk memberikan keterangan secara jujur dan lengkap. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap proses pemeriksaan dan ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka juga menjadi kendala. Faktor internal lainnya adalah adanya keinginan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, sehingga mereka cenderung memberikan keterangan yang tidak sepenuhnya benar. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan dan situasi sekitar, seperti adanya intimidasi, ancaman dari pihak tertentu, atau tekanan dari lingkungan sosial yang membuat saksi atau tersangka takut untuk bersikap jujur. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan suasana pemeriksaan yang tidak kondusif juga dapat mempengaruhi kejujuran dan kelengkapan keterangan yang diberikan. Faktor hukum dan sosial, seperti ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, juga turut menjadi hambatan dalam memperoleh keterangan yang akurat dan lengkap. Secara keseluruhan, kombinasi faktor internal dan eksternal ini dapat mempengaruhi tingkat kejujuran, kelengkapan, dan keakuratan keterangan yang diberikan saksi maupun tersangka, sehingga penyidik harus mampu mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan yang tepat dan profesional.[footnoteRef:37] [37: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa penyidik menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam proses penyidikan. Dalam keseluruhan, penyidik menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan keterangan yang akurat dan lengkap dari saksi maupun tersangka. Hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah keadaan psikologis saksi atau tersangka. Rasa takut, cemas, atau tekanan emosional dapat menghambat mereka untuk memberikan keterangan secara jujur dan lengkap. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rasa takut terhadap konsekuensi hukum, cemas akan hasil penyidikan, atau tekanan emosional yang dialami. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap proses pemeriksaan dan ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka juga menjadi kendala. Karena itu, mereka merasa tidak nyaman atau tidak mau memberikan keterangan.
Faktor internal lainnya adalah adanya keinginan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, sehingga mereka cenderung memberikan keterangan yang bias atau tidak lengkap. Misalnya, mereka dapat memilih untuk melindungi keluarga atau teman yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan demikian, faktor internal menjadi salah satu penyebab utama hambatan dalam mendapatkan keterangan yang akurat dan lengkap dari saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan upaya yang lebih baik dalam mengatasi faktor internal ini agar dapat mendapatkan keterangan yang akurat dan lengkap.[footnoteRef:38] [38: Adrian Sanusi, Profesionalisme Dan Reformasi Polri, Sinar Grafika, Yogyakarta, (2012), hlm. 23.  ] 

Dalam kasus tindak pidana membawa senjata tajam, penyidik sering kali menghadapi kesulitan untuk mengidentifikasi dan merekrut saksi yang dapat memberikan keterangan yang akurat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti saksi yang takut atau cemas untuk melawan tersangka yang membawa senjata tajam, atau saksi yang tidak yakin dengan identitas tersangka.
Tindak pidana membawa senjata tajam sering kali melibatkan penggunaan senjata tajam, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada korban atau saksi. Hal ini dapat membuat penyidik kesulitan untuk mengumpulkan bukti fisik yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Dalam kasus tindak pidana membawa senjata tajam, penyidik sering kali menghadapi kesulitan untuk mengidentifikasi dan menghentikan tersangka sebelum mereka melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tersangka yang memiliki akses ke senjata tajam yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri, atau tersangka yang memiliki jaringan yang kuat yang dapat membantu mereka untuk melarikan diri.
Tindak pidana membawa senjata tajam sering kali memiliki stigma yang kuat di masyarakat. Hal ini dapat membuat penyidik kesulitan untuk mengatasi stigma tersebut dan mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat. Dalam kasus tindak pidana membawa senjata tajam, penyidik sering kali menghadapi kesulitan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti laporan polisi, rekaman CCTV, dan keterangan saksi. Hal ini dapat membuat penyidik kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kejahatan yang terjadi.
Dalam keseluruhan, penyidik menghadapi beberapa hambatan yang signifikan dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mendapatkan informasi yang akurat untuk membuktikan kesalahan tersangka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang bagaimana kendala terkait dengan pengumpulan alat bukti atau dokumen yang relevan selama proses pemeriksaan berlangsung, yaitu:
Kendala terkait dengan pengumpulan alat bukti atau dokumen yang relevan selama proses pemeriksaan berlangsung sering kali dihadapi oleh penyidik. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses terhadap dokumen atau bukti fisik yang diperlukan, baik karena dokumen tersebut belum tersedia, hilang, atau disembunyikan oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, sering terjadi keterlambatan dalam mendapatkan dokumen dari instansi terkait atau pihak ketiga, yang dapat memperlambat proses penyidikan. Kendala lain adalah adanya dokumen yang tidak lengkap, rusak, atau sulit dibaca, sehingga menyulitkan analisis dan penggunaan sebagai alat bukti. Selain itu, terkadang dokumen atau alat bukti yang sudah diperoleh tidak memenuhi syarat formal atau prosedural yang berlaku, sehingga tidak dapat digunakan secara sah di pengadilan. Tak kalah penting, faktor manusia seperti kurangnya koordinasi antar lembaga atau instansi, serta kemungkinan adanya upaya menghalangi atau menyembunyikan bukti dari pihak penyidik, juga menjadi hambatan. Terakhir, kendala teknis dan sumber daya, seperti keterbatasan teknologi, perangkat, atau tenaga ahli, turut mempengaruhi efektivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti atau dokumen yang relevan. Semua kendala tersebut menuntut penyidik untuk bekerja secara cermat, sabar, dan profesional dalam mengatasi berbagai hambatan agar proses pengumpulan alat bukti berjalan lancar dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.[footnoteRef:39] [39: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam, pengumpulan alat bukti atau dokumen yang relevan sangat penting untuk mendukung kasus penyidikan. Namun, penyidik sering kali menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam proses pengumpulan alat bukti ini. Kendala utama yang dihadapi oleh penyidik adalah terbatasnya akses terhadap dokumen atau bukti fisik yang diperlukan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dokumen tersebut belum tersedia atau belum dikumpulkan oleh instansi terkait, dokumen tersebut hilang atau terjadi kehilangan karena alasan yang tidak diketahui, dokumen tersebut disembunyikan oleh pihak yang berkepentingan untuk menghindari proses penyidikan, dokumen tersebut tidak dapat diakses karena kebijakan privasi atau keamanan yang ketat.
Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik adalah keterlambatan dalam mendapatkan dokumen dari instansi terkait atau pihak ketiga. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti instansi terkait atau pihak ketiga belum merespon permintaan dokumen, instansi terkait atau pihak ketiga mengalami kesulitan dalam mengirimkan dokumen, instansi terkait atau pihak ketiga memiliki kebijakan yang ketat dalam mengirimkan dokumen.
Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik adalah adanya dokumen yang tidak lengkap, rusak, atau sulit dibaca. Hal ini dapat menyulitkan analisis dan penggunaan dokumen sebagai alat bukti, karena dokumen tidak lengkap tidak dapat memberikan informasi yang akurat, dokumen rusak tidak dapat dibaca atau diinterpretasikan dengan benar, dokumen sulit dibaca tidak dapat dipahami oleh penyidik atau pihak yang berkepentingan.
Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan merekrut saksi yang dapat memberikan keterangan yang akurat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti saksi tidak mau memberikan keterangan atau sulit dijangkau, saksi tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat merekrut saksi yang tepat, saksi memiliki kepentingan atau motivasi yang tidak jelas dalam memberikan keterangan. Dengan demikian, penyidik harus terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan alat bukti dan dokumen yang relevan untuk mendukung kasus penyidikan.
Tindak pidana membawa senjata tajam merupakan salah satu kejahatan yang paling berbahaya dan memerlukan perhatian serius dari pihak penyidik. Namun, dalam proses penyidikan, penyidik sering kali menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Penyidik yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang cukup sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam. Namun, penyidik yang kurang berpengalaman atau memiliki kemampuan yang tidak cukup dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan bukti. Penyidik yang kurang berpengalaman dapat mengalami keterlambatan dalam pengumpulan bukti, yang dapat menyebabkan kekurangan bukti yang cukup untuk mendukung kasus penyidikan. Penyidik yang kurang berpengalaman dapat melakukan kesalahan dalam analisis bukti, yang dapat menyebabkan kekurangan bukti yang cukup untuk mendukung kasus penyidikan.
Dengan demikian, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya akses terhadap dokumen atau bukti fisik, kurangnya sumber daya manusia yang cukup, kurangnya sumber daya fisik, dan kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang apakah terdapat kendala terkait dengan aspek hukum, seperti perlindungan saksi atau hak tersangka, yang mempengaruhi proses pemeriksaan, yaitu:
Ya, terdapat kendala terkait dengan aspek hukum, seperti perlindungan saksi dan hak tersangka, yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan. Salah satu kendala utama adalah perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan, terutama jika saksi menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu. Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan saksi, penyidik harus mengikuti prosedur perlindungan saksi sesuai ketentuan hukum, yang kadang-kadang memerlukan waktu dan sumber daya tambahan, sehingga dapat memperlambat proses pemeriksaan. Selain itu, hak tersangka yang diatur dalam hukum, seperti hak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk tidak mengakui diri sendiri, dan hak atas pemeriksaan yang adil, juga dapat menjadi tantangan. Misalnya, tersangka yang meminta pendampingan kuasa hukum dapat memerlukan penjadwalan ulang atau penundaan pemeriksaan, yang berpotensi mempengaruhi kelancaran proses penyidikan. Selain itu, ketentuan hukum yang ketat dalam perlindungan saksi dan tersangka harus diikuti secara cermat agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, namun hal ini kadang menimbulkan hambatan dalam memperoleh keterangan secara cepat dan lengkap. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak tersebut dengan kebutuhan proses pemeriksaan yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, aspek hukum ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika dan keberlangsungan proses pemeriksaan, sehingga diperlukan ketelitian dan profesionalisme dari penyidik agar tidak melanggar hak-hak peserta pemeriksaan.[footnoteRef:40] [40: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang signifikan dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam. Anara lain kendala perlindungan saksi, perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan merupakan salah satu kendala utama dalam proses penyidikan. Hal ini disebabkan oleh ancaman atau intimidasi yang dihadapi oleh saksi, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya tambahan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saksi. Kendala Prosesual, penyidik harus mengikuti prosedur perlindungan saksi sesuai ketentuan hukum, yang dapat memperlambat proses pemeriksaan. Kendala hak tersangka, hak tersangka yang diatur dalam hukum juga merupakan kendala dalam proses penyidikan. Beberapa contoh hak tersangka yang dapat mempengaruhi proses penyidikan adalah hak untuk didampingi kuasa hukum, tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum, yang dapat memengaruhi proses pemeriksaan. Hak untuk tidak mengakui tindakan, tersangka memiliki hak untuk tidak mengakui tindakan yang diduga telah dilakukan, yang dapat memperlambat proses penyidikan. Hak untuk tidak menjawab pertanyaan, tersangka memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, yang dapat memengaruhi proses pemeriksaan. Kendala sumber daya, penyidik juga menghadapi kendala sumber daya, seperti kekurangan sumber daya manusia, teknis, dan materil, yang dapat memengaruhi proses penyidikan. Kendala infrastruktur, penyidik juga menghadapi kendala infrastruktur, seperti kekurangan fasilitas dan sarana yang memadai, yang dapat memengaruhi proses penyidikan.
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang signifikan dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam, seperti perlindungan saksi, hak tersangka, kendala sumber daya, dan kendala infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas dan sumber daya penyidik untuk menjawab tantangan-tantangan dalam proses penyidikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan tentang bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi kendala tersebut agar proses penyidikan tetap berjalan efektif dan sesuai prosedur, yaitu:
Dalam menghadapi kendala yang muncul selama proses penyidikan, penyidik melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, seperti lembaga pemeriksa dokumen, pihak berwenang, atau saksi, guna mempercepat pengumpulan alat bukti dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, penyidik berupaya memanfaatkan teknologi dan metode modern, seperti penggunaan sistem informasi elektronik dan digitalisasi dokumen, untuk mempermudah akses dan pengelolaan data. Hal ini juga termasuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap alat bukti yang diperoleh agar tetap memenuhi syarat formal dan hukum. Dalam menghadapi kendala terkait perlindungan saksi dan hak tersangka, penyidik berkoordinasi dengan aparat perlindungan saksi dan mengadopsi prosedur perlindungan yang sesuai, guna menjamin keamanan saksi tanpa mengabaikan hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil. Penyidik juga melakukan pendekatan humanis dan profesional agar komunikasi dengan peserta pemeriksaan berjalan lancar, serta memastikan hak-hak tersangka dan saksi terpenuhi sesuai ketentuan hukum, sehingga proses tidak terganggu oleh pelanggaran hak. Selain itu, jika diperlukan, penyidik mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk penjadwalan ulang, pengaturan waktu pemeriksaan, atau penyesuaian prosedur guna mengatasi hambatan tertentu tanpa mengabaikan aspek legalitas dan keadilan. Secara keseluruhan, kombinasi strategi koordinasi, pemanfaatan teknologi, perlindungan terhadap saksi dan tersangka, serta pendekatan profesional menjadi kunci dalam mengatasi kendala agar proses penyidikan tetap berjalan efektif dan sesuai prosedur.[footnoteRef:41] [41: Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prabowo selaku Penyidik Pembantu di Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti jawaban penyidik tersebut menunjukkan bahwa penyidik melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kendala yang muncul selama proses penyidikan. Penyidik menggunakan sistem informasi elektronik untuk mempermudah akses dan pengelolaan data, sehingga mempercepat proses pengumpulan alat bukti dan dokumen yang diperlukan. Dengan menggunakan teknologi digitalisasi, penyidik dapat mempermudah akses dan pengelolaan dokumen, sehingga mempercepat proses penyidikan. Penggunaan teknologi dalam proses penyidikan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan alat bukti dan dokumen, sehingga mempercepat proses penyidikan.
Penyidik juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, seperti lembaga pemeriksa dokumen, pihak berwenang, atau saksi, untuk mempercepat pengumpulan alat bukti dan dokumen yang diperlukan. Penyidik melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[footnoteRef:42] [42: Bernard Tobing, Profesionalisme POLRI, Aneka Karya, Jakarta, (2010), hlm. 1. ] 

Penyidik juga melakukan upaya untuk mengatasi kendala perlindungan saksi, seperti menjaga keamanan dan kenyamanan saksi, untuk memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan secara efektif. Penyidik melakukan upaya untuk mengatasi kendala hukum, seperti memastikan bahwa hak tersangka dihormati dan perlindungan saksi yang cukup, untuk memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, penyidik dapat menghadapi kendala yang muncul selama proses penyidikan dan memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh penyidik. Penyidik seringkali tidak menemukan bukti fisik berupa senjata tajam yang akan dijadikan alat bukti, sehingga proses pembuktian menjadi sulit. Saksi yang hadir mungkin tidak mengetahui secara pasti atau enggan memberikan keterangan yang akurat, sehingga proses penyelidikan menjadi sulit. Polres Pelabuhan Belawan mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah penyidik, sarana, dan prasarana, sehingga membatasi kemampuan penyidik dalam menangani kasus. Penyidik mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani kasus yang kompleks, seperti kasus membawa senjata tajam tanpa izin. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan sumber daya, termasuk jumlah penyidik, sarana, dan prasarana, untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan tindak pidana. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan kemampuan penyidik melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi lain untuk memastikan bahwa kasus membawa senjata tajam tanpa izin dapat ditangani dengan efektif.
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